PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 89 TAHUN 2007
TENTANG
GERAKAN NASI ONAL REHABI LI TASI HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a.

Mengi
1.

bahwa kerusakan hutan dan |ahan yang berdanpak pada
penurulian daya resap air dan peningkatan |inpasan air
per mukaan terus terjadi sehingga neni nbul kan ber bagai bencana
banjir, tanah |ongsor dan kekeringan, utamanya pada Daerah
Al'iran Sungai (DAS);

bahwa kerusakan hutan dan |ahan di sebabkan ol eh berbagai
aktifitas, karenanya penulihan dan peningkatan fungsi hutan
dan | ahan kritis nenjadi tanggung jawab nasional;

bahwa pernul i handan peni ngkatan fungsi hutan dan | ahan kritis
harus segera dilakukan nelalui kegiatan rehabilitasi hutan
dan | ahan dengan nendayagunakan segenap potensi dan kemanpuan
Penerintah, Penerintah Daerah, badan usaha, dan nmasyarakat
secara terkoordi nasi

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c¢, perlu nenetapkan Peraturan
Presiden tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan
Lahan;

ngat :

Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik | ndonesia
Tahun 1945;

Undang- Undang Nonmor 23 Tahun 1991 tentang Pengel ol aan
Li ngkungan Hi dup (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nonor 68, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nonor 3699);

Undang- Undang Nonor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor 167, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 3888) sebagai mana
telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 19 Tahun 2004
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 86,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4412);
Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4286);
Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik |Indonesia Nonmor 4437)
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang- Undang Nonor 8 Tahun
2005 (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor
108, Tanbahan Lenbara Negara Republik Indonesia Nonor 4548);
Undang- Undang Nonmor 33 Tahun 2004 tentang Perinbangan
Keuangan antara Penerintah Pusat dan Penerintah Daerah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 126,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4438);



7. Undang- Undang Nonmor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lenmbaran Negara Republik |Indonesia Tahun 2007 Nonor 68,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4725);

8. Peraturan Penerintah Nonor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Peri mbangan (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nonor 137, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k |ndonesia Nonor
4575) ;

9. Keputusan Presiden Nonor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pel aksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Penerintah, sebagai mana
tel ah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Normor 85 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG GERAKAN NASI ONAL REHABI LI TASI HUTAN DAN

LAHAN.

BAB |

KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :

1.

(1)

(2)

Rehabi litasi hutan dan | ahan adal ah upaya untuk menul i hkan,
menper t ahankan dan neni ngkat kan fungsi hutan dan | ahan
sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam
mendukung si st em penyangga kehi dupan tetap terjaga.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adal ah
suatu wilayah daratan yang nerupakan satu kesatuan dengan
sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi nenanpung,
nmenyi npan, dan nengalirkan air yang berasal dari curah hujan
ke danau atau ke laut secara alam, yang batas di darat
mer upakan pemi sah topografis dan batas di | aut sanpai dengan
daerah perairan yang masi h terpengaruh aktivitas daratan.
CGerakan  Nasi onal Rehabi | i t asi Hutan dan Lahan yang
sel anjutnya disebut Gerhan adalah kegiatan terkoordi nasi
dengan mendayagunakan segenap pot ensi dan kemanpuan
peneri ntah, penerintah provinsi, penerintah kabupaten/kota,
badan usaha dan masyarakat dal am rangka rehabiltasi hutan dan
| ahan pada DAS Prioritas.

BAB | |
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud penyel enggaraan Gerhan adalah untuk menunbuhkan
semangat nasi onal dal am nel aksanakan rehabilitasi hutan dan
| ahan.

Tuj uan penyel enggaraan Ger han adal ah nenpercepat upaya untuk
menul i hkan, nenpertahankan, dan neni ngkat kan fungsi hutan dan
| ahan nel al ui kegi atan rehabilitasi hutan dan | ahan pada DAS
prioritas.



(3) Sasaran penyel enggaraan GCerhan adalah pada |okasi | ahan
kritis pada DAS Prioritas di senua hutan dan | ahan, terutama

pada :

a. bagi an hulu DAS yang rawan bencana banjir, kekeringan,
dan tanah | ongsor;

b. daerah tangkapan air (catchnment area) dari waduk,
bendungan dan danau;

C. daerah resapan air (recharge area) di hul u DAS;

d. daer ah senpadan sungai, mata air, danau, waduk; dan

e. bagi an hilir DAS yang rawan bencana tsunam, intrsi air

| aut, dan abrasi pantai.

BAB | I1
PENGORGANI SASI AN

Pasal 3
Dal am rangka nmendukung keberhasilan penyel enggaraan Ger han
di bentuk Tim Koordinasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan
Lahan yang sel anj ut nya di sebut Ti m Koordi nasi Cer han.

Pasal 4

Tim Koordinasi Gerhan berada di bawah dan bertanggung jawab
| angsung kepada Presi den.

Pasal 5

Ti m Koor di nasi Ger han bertugas :

a. Mengkoor di nasi kan penyusunan kebi j akan per encanaan
pel aksanaan, penbi naan, pengendal i an dan pengawasan,
pel aporan, dan sosi alisasi dal am penyel enggaraan Ger han;

b. Menyusun rencana kerja Ti m Koordi nasi Gerhan

C. Mengkoor di nasi kan penyi apan dukungan penbi ayaan/ anggar an bai k
untuk kegiatan pencegahan kerusakan |ingkungan rmaupun

rehabilitasi hutan dan | ahan.
Pasal 6

Susunan keanggot aan Ti m Koor di nasi Ger han adal ah sebagai beri kut:

Ket ua ; Ment er i Koor di nat or Bi dang kesej aht er aan
mer angkap anggot a Rakyat .
Ketua Hari an ; Ment eri Kehut anan.
ner angkap anggot a
Anggot a 1. Ment eri Dal am Neger i
2. Menteri Luar Negeri;
3. Ment eri Keuangan;
4. Ment eri Pekerjaan Umum
5. Ment eri Kel aut an dan Peri kanan;
6. Ment eri Pertani an;
7. Ment eri Pendi di kan Nasi onal ;
8. Ment er i Hukum  dan Hak Asasi
Manusi a;
9. Ment eri Konuni kasi dan | nformatika;



10. Menteri Negar a Per encanaan
Penbangunan Nasi onal / Kepal a
BAPPENAS;

11. Menteri Negara Lingkungan H dup

12. Menteri Negara Ri set dan Teknol ogi;

13. Panglinma Tent ara nasi onal
| ndonesi a;

14. Kepala Kepolisian Negara Republik
| ndonesi a;

15. Jaksa Agung Republik I ndonesi a;
16. Kepal a Badan Met eor ol ogi dan

Geof i si ka;
Sekretaris : Di rektur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan
mer angkap anggot a Per hut anan Sosi al, Departenen Kehut anan;
Waki | Sekretaris ; Deputi Bidang Koordinasi Kependudukan,
Kesehat an dan Li ngkungan H dup,
Kenent eri an Koor di nat or Bi dang

Kesej aht eraan Rakyat .
Pasal 7

(1) Untuk nenperlancar pelaksanaan tugas Ti m Koordi nasi Gerhan,
Ket ua Hari an dapat menbent uk Kel onpok Kerja sesuai kebut uhan.

(2) Penyel enggaraan tugas sehari-hari Kel onpok Kerja sebagai nana
di mmksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Tim
Koor di nasi Cer han.

(3) Keanggot aan Kel onpok Kerja sebagai mana di maksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur-unsur kenenterian dan/atau | enbaga anggota
Ti m Koor di nasi Cer han.

Pasal 8

Dal am nmel aksanakan tugas, Tim Koordinasi Gerhan dibantu oleh
sekretariat yang susunan organi sasi dan tata kerjanya ditetapkan
ol eh Ketua Ti m Koordi nasi Cer han.

Pasal 9

(1) Tim Koordinasi Cerhan nengadakan rapat koordinasi paling
sedi kit sekali dalam 6 (enam bul an

(2) Dalam nelaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Gerhan dapat
mengundang dan/ atau nem nta pendapat dari instansi penerintah
dan pi hak | ain yang di anggap perl u.

(3) Tim Koordinasi Gerhan nenyanpai kan |aporan kepada Presiden
setiap 6 (enan) bul an atau sewakt u-waktu apabila di perl ukan.

Pasal 10
Unt uk nendukung keber hasil an penyel enggaraan CGerhan, Kenenterian/

| enbaga yang nenjadi anggota Tim Koordi nasi Gerhan nenprogrankan
kegi at an sesuai dengan tugas dan fungsi nasi ng-masing.

Pasal 11



(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Untuk nengopti mal kan penyel enggaraan Gerhan di  Provinsi,
guber nur nmenbent uk Ti m Penbi na Ger han Provi nsi

Unt uk mengopt i mal kan penyel enggar aan Ger han di
kabupat en/ kota, bupati/walikota nenbentuk Ti m Penbi na Cerhan
Kabupat en/ Kot a.

Tim Penbina Gerhan Kabupaten/Kota nenyanpai kan |aporan
pel aksanaan penyel enggaraan Gerhan kepada Tim Koordinasi
CGerhan setiap 3 (tiga) bulan dengan tenbusan kepada Ketua Ti m
Penbi na Ger han Provinsi.

Ti m Penbi na Ger han Provinsi nenyanpai kan | aporan pel aksanaan
penyel enggar aan Ger han kepada Ti m Koordi nasi Gerhan setiap 3
(tiga) bulan.

BAB |V
PENYEL ENGGARAAN GERHAN

Pasal 12

Penyel enggar aan Ger han berdasarkan prinsip sistemsilvikultur
dan tahun jamak (nulti years).

Penyel enggar aan Ger han yang berupa penbuat an tananman di dal am
kawasan hutan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan
Bel anja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Bel anja
Daerah (APBD) dil aksanakan secara kontraktual yang berbasis
tahun jamak (nulti years) dengan nenggerakkan potensi badan
usaha nasional dan daerah serta nelibatkan nasyarakat sesua

dengan perat uran perundang- undangan.

Penyel enggaraan Gerhan yang berupa penbuatan tanaman di

daerah tertentu dal am kawasan hutan dengan menperti nbangkan
kondisi tertentu dari aspek keanmanan, yang dibiayai dengan
APBN atau APBD dil aksanakan secara swakel ol a berbasis tahun
jamak (nulti vyears) nelalui operasi bakti Tentara Nasiona

| ndonesia (TN).

Penyel enggaraan Ger han yang berupa penbuatan tanaman di |uar
kawasan hutan yang dibiayai APBN atau APBD dil aksanakan
secara swakelola yang berbasis tahun jamak (rmulti vyears)
mel al ui  Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dengan kel onpok
tani dengan nenggerakkan potensi masyarakat sesuai dengan
per at uran per undang- undangan.

Pasal 13

Penyel enggar aan penbuat an tananan sebagai nana di maksud dal am
Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dievaluasi secara
ber kal a.

Ket entuan | ebi h | anjut mengenai eval uasi sebagai nana di naksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

BAB V
PEMBI AYAAN



(1)

(2)

(3)

Penbi
a.
b.
C.

Pasal 14

Segal a penbi ayaan yang di perl ukan bagi penyel enggaraan tugas
Tim Koordinasi CGerhan di bebankan pada APBN Departenen
Kehut anan.

Penbi ayaan untuk mendukung program Kkegi atan pada nasing-
masi ng kenenterian/| enbaga sebagai mana di naksud dal am Pasal
10 di bebankan pada APBN masing-nmasing kenenterian/l|enbaga
yang ber sangkut an.

Segal a penbi ayaan yang di perl ukan bagi penyel enggaraan tugas
Tim Penbina Gerhan Provinsi dari  Tim Penbina GCerhan
Kabupat en/ Kot a sebagai mana di maksud dal am Pasal 11 ayat (1)
dan ayat (2) di bebankan pada APBD nasi ng- masi ng.

Pasal 15

ayaan untuk nenyel enggar akan Ger han ber sunber pada :
APBN dan APBD;

Dana Reboi sasi; dan/atau

Sunber - sunber | ain yang tidak nengikat;

sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Dal am Bi aya Penyel enggaraan Gerhan yang bersunber dari APBN
sebagai mana di naksud dalam Pasal 15 huruf a, penerintah
Pr ovi nsi , Penerintah Kabupaten/Kota nengal okasi kan dana
pendanpi ng.

Besar dana pendanpi ng sebagai mana di maksud pada ayat (1)
paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pagu anggaran
penyel enggar aan Ger han pada masi ng- masi ng Provi nsi ,
Kabupat en/ Kot a.

Pasal 17

Penyel enggaraan Ger han pada hutan produksi dan hutan |indung
yang pengel ol aannya dili npahkan kepada BUMN bi dang kehut anan
atau Kesat uan Pengel ol aan Hutan untuk Tujuan Khusus di bi aya
ol en BUW at au Kesat uan Pengel ol aan Hut an yang ber sangkut an.
Penerintah dapat nenberikan penugasan khusus kepada BUWN
bi dang kehutanan untuk nenyel enggaran Gerhan pada hutan
lindung di wi | ayah kerjanya, dengan dana dari APBN

Penyel enggaraan Ger han pada hutan produksi dan hutan |indung
yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan di bi ayai ol eh penmegang i zin.

BAB VI
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 18



Segala kegiatan Gerhan vyang telah berlangsung selama ini
di I anj ut kan ol eh Ti m Koor di nasi Cer han.

BAB VI |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Presiden ini nulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Septenber 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



